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ABSTRAK

Syarifatul Arifah. 2015. Dasar hukum praktik peralihan wali nasab ke wali
hakim (Studi kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan
Tahun 2012 — 2013). Skripsi Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi
Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.
Pembimbing I H. Sam’ani Sya’roni, M.Ag. Pembimbing II Ahmad Muchsin,
SHI., M.Hum.

Dalam hukum Islam wali nikah merupakan salah satu hal yang sangat
penting dan menentukan. Karena wali nikah merupakan salah rukun nikah.
Jumhur ulama’ mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali nikah
apabila seorang wali nasab yang lebih dekat masih ada maka wali yang lebih jauh
tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan. Selain itu selama masih ada wali
nasab, wali hakim juga tidak dapat menjadi wali nikah. Namun dalam realitasnya
di KUA Kecamatan Wonopringgo tahun 2012 — 2013 terdapat pernikahan yang
menggunakan wali hakim walaupun masih terdapat wali nasabnya. Terutama
sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan, padahal Kecamatan Wonopringgo
terkenal sebagai masyarakat yang agamis.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah dasar/landasan
pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo dalam melaksanakan pernikahan
dengan wali hakim. Tujuan dan kegunaannya untuk menjelaskan dasar hukum
paktik penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model
penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya menggunakan data primer dan data
skunder, sedang teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedang
analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar/landasan ~ pemikiran KUA
Kecamatan Wonopringgo dalam melaksanakan penikahan menggunakan wali
hakim tahun 2012 — 2013 yaitu: untuk kasus sebab wali habis/tidak ada, sebab
wali mafqud (wali hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan sebab wali adhol
(wali mogok/enggan) menggunakan PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali
hakim pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 23 Ayat (1). Sedangkan untuk Kasus sebab
anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya menggunakan
UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan KHI Pasal 100.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Allah SWT mencipta semua makhluk serba berpasangan, demikian
juga manusia diciptakan berpasangan. Jadi berkeluarga adalah fitrah hidup.
Islam sudah mencanangkan sarana fitrah itu sebagai realisasi dari fitrah

kehidupan yaitu dengan menganjurkan untuk menikah.!

Allah SWT berfirman :
" s [CI | - s P e v L2 A £
15555 o) eyl 53le Ge G lls 20 eV 52505

= e 2y S b BT R TS
(&) -~ . e e
G oele puly by calind oo AB) ogudy 21,80
Artinya: “Kawinkanlah —orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan
orang-orang yang patut (kawin) dari hamba sahayamu. Jika
mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan

karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha
mengetahui.” ?

Sesungguhnya berpasang-pasangan dalam kehidupan manusia
merupakan sunnatullah atau hukum alam. Karenanya laki-laki bisa menikmati
hal-hal spesifik tertentu yang sebelumnya diharamkan, demikan juga

perempuan juga bisa menikmati hal-hal spesifik tertentu yang sebelumnya

diharamkan.’

! Mashuri Kartubi, Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga Dalam Rumah Tangga.
(Tangerang: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2010}, hlm. 25

2 (3S. an-Nur (24) : 32

3 Mashuri Kartubi, Baiti Jannati... him. 30
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Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan
perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang
berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah
dalam kehidupan keluarga.4

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan
‘Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah
periu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkan
perkawinan tercapai. Dimana rukun nikah merupakan bagian dari hakekat
perkawinan yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali,
dua orang saksi, dan ijab qobul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat
nikah adalah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.’

Dari sekian banyak syarat dan rukun perkawinan, menurut hukum
Islam wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan.® Menurut
jumhur ulama, keberadaan wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak

sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk

4 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Isiam dan Penyelenggaraan Haji, Membina
Kelurga Sakinah. (Jakarta: 2003), hlm. 7.

> H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah. (Pekalongan: Raja Murah, 1980), him. 22

¢ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2 .




semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah
janda.7

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada
orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan yang
khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini
yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam
perkawinan.8

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi
wali nikah dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat
menjadi wali nikah. Dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali
yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan.9

Namun dalam realitasnya, terkadang kita menjumpai suatu peristiwa
dimana wali nasabnya itu masih ada tetapi dalam pelaksanaan pernikahannya
menggunakan wali hakim. Sebagaimana peristiwa ada seorang perempuan
dengan status janda akan menikah dengan seorang laki-laki, akan tetapi kakak
kandung sebagai wali nasab karena ayah kandung sudah meninggal dunia
menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suaminya
sebagai tukang kawin (sering menikah). Meskipun berkali-kali sudah dibujuk,
wali tersebut nyata-nyata enggan atau tidak bersedia sebagai wali nikah,
sedangkan alasan yang menjadi keengganan wali tidak jelas dan tidak

berdasar. Kemudian ada sepasang calon mempelai yang akan melangsungkan

7 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figih. (Jakarta: Kencana, 2003), him. 90 .

® Achmad Tubagus Surur, Figih Munakahat. (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press,
2011), hlm. 123

® Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2007), him.78.




pernikahan, dimana pada dasarnya yang menjadi wali adalah ayah kandung,
namun pada pelaksanaanya menggunakan wali hakim dengan alasan menurut
penjelasan dari pegawai pencatat nikah bahwa jarak antara pernikahan orang
tua dengan lahirnya anak adalah 5 bulan 14 hari. Selain itu juga ada peristiwa
nikah, dimana pada dasarnya yang menjadi wali nikah adalah dari wali nasab
yaitu saudara seayah, namun pelaksanaanya menggunakan wali hakim sebab
wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaanya (mafqud).

Wonopringgo merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah
Kabupaten Pekalongan, dimana masyarakat dari wilayah lain memandang
masyarakat wonopringgo ini sebagai salah satu masyarakat yang agamis. Hal
ini dibuktikan dengan adanya majlis-majlis taklim atau pengajian-pengajian
yang diselenggarakan di masjid-masjid maupun musholla. Selain 1tu di
Wonopringgo banyak terdapat ulama’ karismatik yang banyak santrinya
bahkan ada yang dari luar daerah. Akan tetapi dalam hal pernikahan, jika
melihat data di KUA Kecamatan Wonopringgo disitu terdapat angka yang
cukup memprihatinkan, dari semua kasus pernikahan yang menggunakan wali
hakim, selain kasus sebab wali nasab habis, kasus anak yang lahir kurang dari
6 bulan (akibat zina) juga merupakan kasus yang tertinggi.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji lebih lanjut mengenai praktik peralihan wali nasab ke wali hakim
tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul “Dasar Hukum Praktik Peralihan
Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo

Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013).




B. Rumusan Masalah
Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka
diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari
kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo

untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan pokok masalah, maka dalam melakukan penelitian ini
penulis mempunyai tujuan serta kegunaan penelitian sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian:
Untuk menjelaskan dasar hukum paktik penentuan wali nikah di KUA

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian:

a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan
yang berupa hasil penelitian dengan harapan dijadikan sebagai bahan
acuan karya ilmiyah yang akan datang.

b. Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan kepada kaum
muslim dalam memperhatikan prosesi perkawinan yang menjadi

rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan.




D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil
pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
dibahas pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah
penelitian ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah.
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang
berjudul Hukum-hukum Figih Islam. menjelaskan Ulama-ulama Hanafiyah
berpendapat berpindahnya wilayah dari akrab kepada yang mengiringinya,
adalah dalam beberapa hal :
1. Wali akrab itu jauh
2. Apabila wali akrab enggan menikahkan padahal bakal suami itu sekufu
3. Tidak cukup syarat pada wali akrab, tidak merdeka, belum sampai umur
dan tidak beragama islam.
Sedangkan Ulama-ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa berpindah hak
menikahkan dari wali akrab kepada sulthan; jika wali akrab sedang
mengerjakan haji; jika wali itu jauh sejauh semasafah qashar dan tidak
memberi wakilah kepada seseorang; jika wali itu terpenjara dan jika enggan
menikahkan padahal bakal suami sekufu.
Menurut ulama Hanabilah: Tata urutan wali fardhu. Tidak boleh tidak. Tetapi
hak tersebut gugur dalam beberapa hal; tidak mau menikahkan dengan orang
yang telah disukai (direlai) oleh orang yang dinikahkan itu (dalam hal ini hak

menikahkan berpindah dari wali kepada hakim); kediaman wali lebih dari




masafah gashar; wali tidak mampu memegang hak wilayah karena masih

kecil atau berlainan agama.

Dan Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa Apabila wali tempatnya

jauh, jika dihawatirkan terjadi kemudaratan karena tak ada yang menafkahi

atau karena dihawatirkan perzinaan, maka hakim boleh mengawinkannya. 10

Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia,

menerangkan perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Wali agrab atau wali ab’ad tidak ada sama sekali

2. Wali agrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali
aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada

3. Wali agrab ada, tetapi sedang ihram

4. Wali agrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)

5. Wali agrab ada tetapi menderita sakit pitam

6. Wali agrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai

7. Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang
membolehkan sholat gashar.

8. Wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkannya (adhol)

9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya
sudah tidak ada lagi."

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, menerangkan bahwa

wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila: ada pertentangan diantara

1 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam. (Semarang: PT
Pustaka Rizki Putra, 1997), him. 227.
"' Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Rajawali pers, tt), hlm. 88




wali-wali; dan bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak ada yang
absolute (mati, hilang) atau karena ghoib.]2

Skripsi Saudara Ahmad Syaifur Rizaq (NIM: 23106051) vyang
berjudul Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan
Karena Wali Adhol (Dalam Pandangan Ulama NU di Kabupaten Batang),
tahun 2012. Menjelaskan bahwa ulama NU di Kabupaten Batang yang
tergabung dalam forum bahsul masail pernikahan wali hakim tetap sah
hukumnya sepanjang pelaksanaannya tersebut dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan syarat, disamping itu wali hakim dapat menjadi sebagai wali
nikahnya apabila keberadaan wali ada pada radius dua marhalah (jarak untuk
mengqosor sholat), keberadaan wali tidak diketahui, wali menolak untuk
menikahkan (adhol), wali sulit dihubungi.

Skripsi Saudara Abdul Majid (NIM: 231107029) yang berjudul Wali
Nikah Menurut Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam, tahun 2011.
Menjelaskan bahwa menurut madzhab hanafi wali tidak menjadi salah satu
rukun nikah, maka nikah sah tanpa wali hanya kurang sempurna saja, baik
wanita itu gadis atau janda, sekufu atau tidak, diucapkan langsung oleh
wanita atau walinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam wali dalam
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai
wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan wali dalam pernikahan

merupakan suatu yang harus dipenuhi.

12 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, Terj. Mohammad Tholib. (Bandung: Al Ma’arif, 1978),
hlm. 29




Skripsi Saudara Rohibul Khoirot (NIM: 23102042) yang berjudul
Wali Mujbir Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relefansinya Dengan Masa
Kini, tahun 2008. Menjelaskan bahwa seorang ayah wajib mengajak
berunding dan meminta izin kepada anak ketika hendak dinikahkan. Maka
tidak boleh menikahkan anak tanpa ridhonya. Dengan memahami makna
ijbar, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap seorang perempuan untuk
menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu memaksakan kehendaknya
sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak
mengawinkan. Jadi bukan hak me;maksakan kehendak/memilih pasangan.
Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi dasar
anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak
sendiri. Kemudian penggunaan hak ijbar seorang wali baik terhadap gadis
yang belum dewasa maupun terhadap janda yang belum dewasa sudah tidak
relefan lagi dengan zaman sekarang, tidak dapat dipertahankan lagi
khususnya di Indonesia saat ini. Karena suatu perkawinan harus berdasarkan
prinsip kerelaan dan persetujuan. Disamping itu juga tidak sesuai dengan UU
No.! Tahun 1974 Pasal 6 dan KHI Pasal 16, yang mana perkawinan
didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Wali mujbir hanya dapat
menggunakan hak ijbarnya terbatas pada gadis ghoiru aqil yang sudah dewasa
saja.

Skripsi Saudari Uswatun Khasanah (NIM: 231107037) yang berjudul
Tawkil Wali Via Handphone Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA

Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2007), tahun 2011. Menjelaskan




bahwa tawkil wali via handphone hukumnya sah. Yang terpenting dalam
proses pemberian wewenang sebagai pihak yang mewakili ayah kandung sah
dan dibenarkan secara yakin tanda diperlukan harus ada saksi. Semisal
diperlukan adanya saksi dalam penyerahan wewenang, itu hanya anjuran
untuk meyakinkan bahwa tawkil tersebut tidak berdusta. Demikan juga
dengan proses pemberian hak sebagai wakil pihak mempelai laki-laki juga
harus benar dan sah meski tanpa saksi. Dan pemberian wewenang untuk
mewakili inipun tidak mengharuskan keduanya duduk dalam satu majlis. Jadi
bisa lewat Telepon/l.—landphone, Email, Fax, SMS, bahkan Chatting. Akad
nikah/ijab qobul yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua beiah
pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus syariah 1slam. Namun kalau
tiba-tiba ada orang mengangkat diri menjadi wakil tanpa ada pemberian
wewenang dari yang punya hak yaitu wali atau mempelai laki-laki secara sah,
maka orang tersebut sama sekali tidak berhak melakukan akad nikah.
Kalaupun memaksa maka akad nikah tersebut tidak sah dimata Allah SWT.
Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Saudara Saifur Rohim,
deagan judul Analisis Terhadap Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali
hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung),
menjelaskan penerapan diskresi dalam penentuan wali nikah di KUA Parakan
terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan adalah; Pertama, penerapan
diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan
secara maksimal. KUA Parakan masih takut dengan sanksi hukum

pemerintah apabila yang dilakukan oleh KUA Parakan dianggap melanggar
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hukum. Kedua, dasar yang digunakan oleh KUA Parakan dalam menerapkan
diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim yaitu belum adanya
undang-undang yang secara tegas menjelaskan tentang batas minimal usia
kandungan bagi seorang wanita. Ketiga, Persoalan tersebut diselesaikan oleh
KUA Parakan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat umumnya dan
khususnya pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
Dalam penelitian ini data yang penulis temukan di lapangan, praktik
peralihan wali nasab ke wali hakim tidak hanya untuk anak yang lahir kurang
dari. enam bulan, melainkan ternyata banyak faktor yang menyebabkan

terjadinya praktik peralihan wali, seperti wali yang adhol, wali mafqud, dll.

E. Kerangka Teori

Yang dimaksud dengan perwalian (dari kata bahasa arab: walayah
atau wilayah) adalah hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali
(yakni pelaksana perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau periu
secara paksa, diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. 13

Menurut kalangan madzhab Hanafi, seorang perempuan yang baligh
(dewasa) dan berakal sehat baik ia seorang janda atau gadis tidak dilarang
melangsungkan sendiri akad nikahnya, tanpa perlu memperoleh izin

walinya.'* Hal ini berdasarkan dalil, Allah SWT berfirman :

® Muhammad Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunah dan
Pendapat para Ulama. (Bandung: Mizan, 2002), him. 56
% Ibid., him. 63
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Artinya : “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara
mereka dengan cara yang ma’vuf. itulah yang dinasehatkan kepada
orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari
kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui
sedang kamu tidak mengetahui.””
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Artinya :

“kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua),
maka perempuan it tidak halal lagi baginya hingga dia kawin

" dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya,maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. itulah hukum-hukum
Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui. —

Sedangkan kalangan madzhab syafi’i serta kebanyakan madzhab
lainnya berpendapat bahwa seorang perempuan yang masih gadis ataupun '
janda walaupun telah 'dewasa dan berakal sehat tetap tidak dibenarkan
menikah sendiri tanpa persetejuan walinya, apapun alasannya. Dasar hukum

yang digunakan adalah Firman Allah SWT :

5Qs. al-Bagarah (2) : 232
¢ OS. al-Baqarah (2) : 230
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“Kawinkanlah — orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan

orang-orang yang patut (kawin) dari hamba sahayamu. Jika mereka
miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” "
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Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum kamu
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari
wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah
kamu menikahkan orang-orang musyrik (demgan wanita-waniia
mukmin) sebelum kamu beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik
hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke
surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya)
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” ™

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya
sebagaimana yang tertera dalam KHI Pasal 1

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pithak mempelai perempuan atau

wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-

17.QS. an-Nur (24) : 32
18 3S. al-Bagarah (2) : 221
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laki, muslim, baligh, berakal dan adil {tidak fasik). Perkawinan taupa wall
tidak sah .'’

Jumhur ulama seperti: Malik, Tsauri, Laits dan Syafi’l berpendapat
wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari 1bu, bibi
dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Syafi’ berkata; “Nikah
seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali qarib
(dekat). Jika ia tidak ada, dengan wali yang jauh. Dan jika ia tidak ada,
dengan hakim.”

Jumhur ulama juga mempersyaratkan urutan orang yang berhak
menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat

menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang

iebih jauh tidak dapat menjadi wali.”'

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan modet
penelitian yuridis sosiologis. Yaitu suatu metode peneiitian hukum yang
berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana
bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti

dasar/landasan Kepala KUA terkait perpindahan wali nikah.

1?Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat. (Jakarta: Kencana, 2010), him.59.
*’ Sayyid Sabiq, FikifSunnah 7... him. 20.
2 Amir Syarifudin, Fukum Perkawinan Islam... him.78.




2.

3.

Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris, sumber data dalam
peristiwa ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: Data primer dan data
sekunder.

a) Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian
yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Yaitu data dari
penelitian di KUA Kecamatan Wonopringgo.

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang
sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam hal ini seluruh karya yang

terkait dengan konsep wali nikah menjadi data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan sumber data yang
digunakan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau
informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini yang
menjadi narasumber adalah Kepala dan Staff KUA Kecamatan
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan serta Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah (P3N) desa terkait.
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b. Studi Dokumentasi
Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan
data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumen,
catatan-catatan dan arsip-arsip KUA Kecamatan Wonopringgo yang
berhubungan dengan. data yang diperlukan yaitu tentang peristiwa
nikah yang menggunakan wali hakim tetapi wali nasabnya masih ada.
Dokumen tersebut akan menjadi bahan pendukung dalam melakukan
pengolahan dan analisis data serta membuat kesimpulan.
4. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data’ yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Sifat Analisis
Dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif. Sifat
analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh
peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar
atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta
atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.22 Dalam menganalisis data
tersebut, penulis memberikan argumentasi atas hasil penelitian

langsung yang terkait dengan masalah perpindahan wali nikah.

22 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Perelitian Hukum. (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), him. 184.
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b. Pendekatan dalam analisis
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara
analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis,
yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan
serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai

23
sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah, maka dalam
penyusunannya perlu digunakan adanya sistematika penulisan. Dalam skripsi
ini penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana masing-masing
bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan.

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun
mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian,
kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab dua yang menguraikan tentang tinjauan
umum mengenai wali nikah. Meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum
wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali nikah,
dan peralihan wali nikah menurut fiqih dan KHI.

Setelah memperoleh gambaran umum tentang wali nikah, kemudian

disusul bab ketiga yang memaparkan tentang peristiwa praktik peralihan wali

B Ibid., hlm. 192.
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nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan Tahun 2012 —2013.

Selanjutnya bab keempat yaitu pembahasan mengenai dasar hukum
praktik peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 —2013.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan
kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan

diakhiri dengan penutup.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan dalam bab sebelumnya, setelah
mengkaji secara seksama tentang dasar hukum praktik peralihan wali nasab
ke wali hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan tahun 2012 — 2013), maka penulis menarik kesimpulan sebagai
berikut : Dasar/la.ndasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan penikahan menggunakan wali
hakim tahun 2012 — 2013 yaitu: untuk kasus sebab wali habis/tidak ada, sebab
wali mafqud (wali hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan sebab wali
adhol (wali mogok/enggan) menggunakan PMA Nomor 2 Tahun 1987
tentang wali hakim pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 23 Ayat (1). Sedangkan
untuk Kasus sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang
tuanya menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan KHI

Pasal 100.

B. Saran
Pegawai KUA agar lebih pro aktif di dalam menjelaskan alasan
perpindahan wali nikah, mengingat kondisi masyarakat yang beragam dengan
tingkat pengetahuan dan pendidikan yang berbeda. Sehingga putusan KUA

terkait perpindahan wali nikah dapat diterima dengan baik.

72
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1. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali nasab habis




AKTA NIKAH

Nomor: & /12/vi [201(7 5
-~ KANTOR URUSAN AGAMA .. -

s O OROPRI MGG

PEkaLOaIGAn

LT S LI PSR

Jawa Teaigady |

- 203




&

II.

SUAMI

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kgpendudukan:(NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Pendidikan terakhir

Alamat tempat tinggal

PN G DN

o

Status sebelum nikah
Jika duda :
a. Nama bekas istri

b. Alamat bekas istri

c. Tanggal menjadi duda

d. Bukti cerai berupa (Akta Cerai, Kuti

atau Akta Kematian/Surat
Keterangan Kematian)

Dari instansi
Nomor dan tanggal surat
Jika masih beristri :

a. Berapa istrinva
a. Berapa istrinya

b. Nama istri atau istri-istrinya
c. Yang memberi izin,
nomor dan tanggal surat
10. Persetujuan (ada/tidak ada)
11.
a. Yang memberi dispensasi
b. Nomor dan tanggal surat
12
a. Yang memberi izin
b. Hubungan keluarga
c. Sebab
d. Nomor dan tanggal surat
Jika suami anggota TNI / POLRI
a. Pejabat pemberi izin
b. Nomor dan tanggal surat
Orang tua / Ayah kandung
Nama
. Tempat dan tanggal Lahir
. Kewarganegaraan
. Agama
. Pekerjaan
. Alamat tempat tinggal
Orang tua / Ibu kandung
a. Nama
. Tempat dan tanggal lahir
. Kewarganegaraan
. Agama
. Pekerjaan
Alamat tempat tinggal

13.

14.

I I o Ao B« S

15.

S0 o0 g

ISTRI

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan -
Agama

Pekerjaan

Pendidikan terakhir

Alamat tempat tinggal =

PN RPN

9. Status sebelum nikah

P BIBRREIIE R s i e i s s is sy

ALTR  CERAN

Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun

.Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun

_ PEealonc an.
L woowesia

R R TR R

pan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan

Buku

tukane J4HIT
Jerag e

Jana  cer4i

{ Perawzmn




Sl - o 0 o

omor dan tanggal surat DT TR :

tujuan (ada/tidak ada) : ADA

:nsasi bagi yang belum mencapai umur 16 tahun
ang memberi dispensasi
omor dan tanggal surat

agi yang belum mencapai umur 21 tahun
ang memberi izin
ubungan keluarga

:bab

»mor dan tanggal surat
stri anggota TNI / POLRI
jabat pemberi izin

ymor dan tanggal surat
.tua / Ayah kandung
una

‘warganegaraan

;ama

kerjaan

amat tempat tinggal

y tua / Ibu kandung

ma

warganegaraan

ama

kerjaan

umat tempat tinggal

AH

wali

zan wali
nenjadi wali
:ngkap

dan tanggal lahir

Induk Kependudukan (NIK)
anegaraan

aan
t tempat tinggal

ALI NIKAH
wali nikah tidak hadir dan mewakilkan}
:ngkap %

dan tanggal lahir

nduk Kependudukan (NIK)
inegaraan

n
tempat tinggat

surat kuasa _
KUA yang mengesahkan

N
nx jumlah
aran

AN PERKAWINAN
dan tanggal surat
wmjian

1otaris




VII. TAKLIK TALAK

Pembacaan dan penandatanganan
taklik talak

VIil. PERKAWINAN CAMPURAN
1. Instansi pemberi keterangan
2. Ncmer dan tanggal surat

IX. WAKIL SUAMI &

(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami

Nama

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

NOo s wh =

8. Tanggal surat kuasa

X. SAKSI - SAKSI

1. a. Nama h/ HCU? ,,,,,,,,,,,,,,
b. Tempat dan tanggal lahir ; ?6“: 4\0&5 GAN AAAAAA L{;- T@HMN
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) = . .. .
d. Kewarganegaraan (MOONBQ‘IA
e. Agama tetam
f. Pekerjaan ?SN _
g. Alamat tempat tinggal JE’T&.PE’.LO(’LL
2. a. Nama MPQOI&) ..............
b. Tempat dan tanggal lahir ?&@QUDNG“'U gq T“HHM
¢. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
d. Kewarganegaraan M)DOM%(A
e. Agama . LCLA'V
f. Pekerjaan LW BMQQ)@;TA ................
g. Alamat:tempat tinggal JBTAF (CLDUL

XI. PPN / PENGHULU / PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD NIKA

1. Nama VML G{—CDAD! P
2. Jabatan / Pangkat

XII. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH

(tulis alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika di luar ba]al mkah)

XIII. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
1. Pengadilan

2. Nomor dan tanggal putusan

(va/tidaki

):

Tanda tangan :

Suami Istri Wali Nikah Saksi I Saksi IT PPN /Pen
%r : %/‘/
——

Akta nikah ini dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri,
Dengan model NA : seri huruf : R nomor porporasi: .. §2 [ (2 39




2. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab anak lahir kurang dari 6 bulan

pernikahan orang tuanya.




Model N

REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

0506/028/X11/2013

Nomor

{ecamatan
{abupaten / Kota - -

Provinsi




1450

711 02 R T T Hijriyah
dilangsungkan akad nikah antara : pada pukut 1 07:0Q
1. SUAMI
1. Nama lengkap - REDIHERWANTO
2. Tempat dan tanggal lahir . _BATANG. 01 September 1883 ..
3. Nomer Induk Kependudukan (NIK) D .3325320400830008 . ... oo
4. Kewarganegaraan L INDONESHA. oo e e e a s e e S e e e e
5. Agama 'SS\}VJ*\A%TA .............................................................................
6. Pekerjaan CLSWASTA TR S e s s s
7 Alamat tempat tivggsd | KALIWARENG WARUNGESEM BATANG 7T
& Status sebelum nikah ) . JEJAKA(JmaKa/ duda / beristri)
9. Orangtua/Ayah Kandung D e e s
a. Nama lengkap : "TA'SAR}GM‘!""ANUARTT%S ....................................................
b. Tempat dan tanggal lahir : BATANv1J ......................................................................
c¢. Nomor Induk Kependudukan (NIK) e e o S A SRR 73 SRS I SR AT SRS
d. Kewarganegaraan ! lNDONES‘A ...........................................................................
e. Agama : gULéxH .................................................................................
f. Pekerjaan § e . RUNGASEM BATANG s
g. Alamat tempat tinggal : KAUWARENGWARUNGA ......................................................

10. Orang tua / Jou kandung

a. Nama lengkap : SUM‘TR' e R T S 1 SSRGS 5 50,5 15
b. Tempat dan tanggal lahir : pEKALONGAN' OBJANUARHQES ...........................................
¢. Nomor Induk Kependudukan (NIK) v S G R L e —
d. Kewarganegaraan : ]NDONES‘A ..........................................................................
e. Agama : lSLAM ...............................................................................
f. Pfker'aan DA G o ar TR ARt e eeeeeeeenenee s
iy : " KALIWARENG WARUNGASEM BATANG

. Alamat tempat tinggal

11. Status perkawinan
Jika duda
a). Bekas istri ke 1
1). Nama
2). Tempat tinggal

3). Bukti perceraian
a. Putusan Pengadilan Agama
Nomor
Tanggal
b. Surat keterangan kematian
Nomor
Tanggal
b). Bekas 1stri ke Ii
1). Nama
2). Terapat tinggal

3). Bukti perceraian
a. Putusan Pengadilan Agama
Nomor
Tanggal
b. Surat keterangan kematian
Nomor
Tanggal
c). Bekas istri ke 111
1). Nama
2). Tempat tinggal

3). Bukii perceraian
a. Putusan Pengadilan Agama
Nomor
Tanggal
b. Surat keterangan kematian
Nomor
Tanggal :
(Jika telah duda lebih dari tiga kali data bekas istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)
12. Jika beristri
a. Istri-istr:
1) Istri ke I
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah
Nomor
Tanggal
2): Istri ke 11
a) Nama
b) Kutipan Akta Nikah
Nomor
Tanggal
3y Istri ke 11
a} Nama
b) Kutipan Akta Nikah




14,

16.

LT

19.

Hubungan nasab, radia 'ah atau mushaharal

a. Dia sendirt

b. Bekas istri
1) Bekas istri [
2) Bekas istri 11
3) Bekas istri 11T

(Jika bekas istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisan )

c. Istri/ Istri - istri
1) Istri I
2) Istrill
3) Istri 1

(Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)
. Persetujuan istri / istri-istri

tanggal

Jika calon suami anggota TNI/ Polri
a. Pejabat pemberi izin

b. Nomor

c. Tanggal surat

Jika yang bersangkutan WINA

a. Instansi pemberi izin

b. Nomor

c. Tanggal surat

Jika belum mencapai umur 19 tahun
a. Izin Pengadilan Negeri

b. Nomor

c. Tanggal surat

Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama yang memberi izin

b. Hubungan keluarga

c¢. Tanggal surat

: (ada / tidak ada)

et

=

I
1
2
3
4
5
6
7

8.
9

STRI

Nama lengkap

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat tempat tinggal

Status sebelum nikah

Orang tua / Ayah kandung

. Nama lengkap

. Tempat dan tanggal lahir

. Nomer Induk Kependudukan (NIK)
. Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

. Alamat tempat tinggal

o a0 oR

[§3e]

Orang tua / Ibu kandung

a. Nama lengkap

b. Tempat dan tanggal lahir

. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
. Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

. Alamat tempat tinggal

o0

ge o

. Status sebelum nikah

Jika janda
1). Nama bekas suami
2). Tempat tinggal bekas suami

3). Bukti perceraian
a. Putusan Pengadilan Agama
Nomos
Tanggal
b. Surat keterangan kematian
Nomor
Tanggal

2. Pernikahan ke
3. Adakah hubungan nasab, radla’ah atau mushah

a). Calon suami
b). Bekas istri calon suami,
jika calon Suami berstatus duda
c). Istri atau istri-istri calon suami,
jika calon suami telah beristri
Jika calon istri anggota TNI / Polri
a). Pejabat pemberi 1zin
"\\ Nnn’\r\r

CDINLANGGRAINL. ...
. PEKALONGAN, 13Mei 1988 ...
: 3326125308880002... ...
s INDIONESIA s oo smson o s oo ssssis o5 S5m0 i o9 G 5938 5 osFen s asass. sasisn
: ;(SAL}%L’{/[!\WATI ...........................................................................
. WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN

CDAGANG

CDARKIYAH. oo
- PEKALONGAN, 47 TAHUN ...




¢. Tanggal surat

17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
a. Nama wali yang memberi izin

. Hubungan keluarga

Tanggal surat

@ T

{11, WALI NIKAH

Status wali
Hubungan wali
Sebab menjadi wali
Nama lengkap

Bin

CoP XN RPN

Tempat dan tanggal lahir "
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan :
Agama C S AM
Pekerjaan DA AN G e AN I AN oo
4 : T WONOPRINGGO WO’NOPRINGGO PEKALONGAN
Alamat tempat tinggal
IV. MAS KAWIN
1. Jenis dan jumlah
2. Pembayaran
V. PERJANJIAN PERKAWINAN
{. Nomor dan tanggal surat
2. Isiperjanjian
3. Nama notaris
V1. TAKLIK TALAK
Pembacaan dan penandatanganan YA )
taklik talak : (ya / tidak)

Vil. WAKIL SUAMI
(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah mlanosmwkan diisi data wakil suami) :
1. Nama
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Kewarganegaraan
5. Agama
6. Pekerjaan

7. Alamat tempat tinggal

8. Tanggal surat kuasa

VIIL SAKSI - SAKSI

1. a Nama o MUSTHILIH
b. Tempat dan tanggal lahir . ... PEKALONGAN, .46 TAHUN
¢. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
d. Kewarganegaraan : INDONESIA
e. Agama : .....lS.LAM
f. Pekerjaan
g. Alamat tempat tinggal : WONOP RINGGO
2. a. Nama L HESOBIRIN e
b. Tempat dan tanggal lahir ... PEKALONGANM,. 81 TAHUN
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
d. Kewarganegaraan !
e. Agama E ._,_.fStAM
f. Pekerjaan o WIRA S S A
¢. Alamat tempat tinggal I WARUNGASEM .

"l

IX. PPN/ PENGHULU / PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH

1. Nama L GABDULGHOMNL S.PAd it e s e s s s
2. Jabatan/ Pangkat s KEPALAKUAPPN

X. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH

WONOPRINGGO WONORPRINGGO. PEXALONGAN

(tulis alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika di luar balai nikah)

XI. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAI\ PENGADILAN

1. Pengadilan

2. Nomor dan tanggal putusan

Tanda tangan :

Suami Istri _Wali Nikaj \ Saksi [

SeRsi 11 PPN _
dt a1 T




3. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wall mafouc




Model

REPUBLIK INDONESIA X P e

ARKTA NIKAH

Nomor: ©g7 / 06/ W [ 2012
- KANTOR URUSAN AGAMA

wonyp H‘ng o i e s e e sl s

M i o S R S

Jawa Tengqs | - e




Pada hari ini

dengan tanggal 9% .. bulan (Sum qd/;}mr‘ 1134 _Hijriyah dilangsungkan akad nikzb

e tangg al " butan.. . o s o tahun . T

—
= LR

® N oo RN

©

10.
11.

12.

13.

14.

15.

II. ISTRI

1.

w N

N o ;B

UAMI

Tempat dan tanggal lahir

%ﬁqamno e
Peleadongomn, 24- OY- Weg

Nama lengkap:

trllonetia
bﬁ.fmm

Nomor Induk Kependudukan (NIK) ?”g 2610 Q’% t (

Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan »
Pendidikan terakhir

Alamat tempat tinggal

Status sebelum nikah

Jika duda :

a. Nama bekas istri

b. Alamat bekas istri

c. Tanggal menjadi duda

d. Bukti cerai berupa (Akta Cerai, Kutlpan L.Lu Pendaflaran Talak I\utlpan Bukz.
atau Akta Kematian/Surat . Alda Cerex
Keterangan Kematian) ...

Dari instansi

Nomor dan tanggal surat
Jika masih beristri :
a. Berapa istrinya
b. Nama istri atau istri-istrinya
c. Yang memberi izin,

nomor dan tanggal surat
Persetujuan (ada/tidak ada) T
Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 10 tahun
a. Yang memberi dispensasi :
b. Nomor dan tanggal surat ;
Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
a. Yang memberi izin :
b. Hubungan keluarga
c. Sebab
d. Nomor dan tanggal surat
Jika suami anggota TNI / POLRI
a. Pejabat pemberi izin
b. Nomor dan tanggal surat
Orang tua / Ayah kandung
. Nama
- Tempat dan tanggal Lahir
Kewarganegaraan
. Againa
. Pekerjaan
Alamat tempat tinggat :
rang tua / Ibu kandung
Nama i
. Tempat dan tanggal lahir T v R T T S et o e
Kewarganegaraan
. Agama 1 b dd
. Pekerjaan S TS "
Alamat tempat tinggal g N an T AT S b o o e s n 8 S 5

=D Q.OO‘PQ!‘"(‘D .0 TP

Nama lengkap I g ;; ................. T e i g w52 s e :
Tempat dan tanggal lahir : (? Syt B
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : . 2707780000 e
P W [ 917 ne 91 “

Kewarganegaraan 1 o e
A : RV a.w.

gama : g 4
Pekerjaan T a‘j t 6
501 14 | e«
(‘mﬂzwhx Ri- €4/ 0y

Pendidikan terakhir
Alamat tempat tinggal

g « £ . -
(nmg-n Hen AlTax Inass s>

UNTT



e A R N L = "
et < S R e

wda-
2t yang belum mencapai umur 16 tahun

reri dispensasi

da/tidak ada)

—

tanggal surai

1 tahun

-

Ann,nencapalLunur
yeri izin

keluarga.

tanggzal surat
ota TN] / POLRI

aberi izin D s maman g T e
tanggal surat ool

ah kandung

zaraan

ipat tinggal
u kandung

ipat tinggal

wall
gal lahir
pendudukan (NIK)
an
¢ tinggal

AH
ah tidak hadir dan mewakilkan)

iggal lahir
ependudukan (NIK)
an

rasa

ng mengesankan

ih

KAWINAN

ggal surat

e

S T el




VII. TAKLIK TALAK
Pembacaan dan penandatanganan " ‘
taklik talak L . (va ddai

VIil. PERKAWINAN CAMPURAN
1. Instansi pemberi keterangan
2. Nomor dan tanggal surat D e
IX. WAKIL SUAMI
(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami):
1. Nama :
Tempat dan tanggal lahir
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat tempat tinggal

w N

il U

8. Tanggal surat kuasa

X. SAKS! - SAKSI
1. a. Nama

M Qfchub lor i

b. Tempat dan tanggal lahir P CCLQ,COV)Q b % {a}x L'w'

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK} : . .322@ ( (9( 05 'f 77000’
d. Kewarganegaraan : w"go VzES(; 6‘
e. Agama : (&\ s
f. Pekerjaan : QA/(/M{:C‘
g. Alamat tempat tinggal < Ka“& FCH: en -
2. a. Nama !
b. Tempat dan tanggal lahir ; ?6&2(‘0" Cu'l e 7 tachun
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : X Qé l'fo ({ o6 SO OO f
d. Kewarganegaraan : WL&OVLCQZ &
e. Agama T (/S’,fCuM .
f. Pekerjaan ¥ aim ?249 e
g. Alamat tempat tinggal § o W(‘—ec’“{f“ .

XI1. PPN / PENGHULU / PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD Né‘KAI-T
1. Nama oL Aedu'(’ Ghons ?
2. Jabatan / Pangkat : ??M

XIl. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH

(tulis alamat lengkap pelaksanaan akad mkah uka d1 1L'laI balal mkah)

XIII. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Pengadilan : -w/ ,

2. Nomor dan tanggal putusan : BT

Tanda tangan :

Suami Istri Wali Nikah Saksil ‘ Sgksi II PPN/ Peng

@l |

Akta nikah ini dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri,
Dengan model NA : seri huruf : '@Q nomor porporasi : G2 QA2 O

Mengg




4. Contoh berkas nikah dengan wali hakimn sebab wali adho/




Model N

REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

o Nomor : 445/ &1 [ ¥( [ 2012

KANTOR URUSAN AGAMA

. OODPLOPNE’I.ggo Sl

12012




AKTA NIKAH . Moded » v
Nomor : % ................... [ ....... {— L({ ......... / '20'[2 '
Pada hari ini . bulan ........ 'OOP ........... tahun zolﬂ ........ M bertepatan  Semsme
tanggal. 2Q..bulan.( ... A4 > Gﬂangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusas g
Kecamatan..... g} ---- Kabupat /’Keta ......... P kL ......... Provinsi..... .jqi.eugm.antara : VL
' ]SUAAT:]ama lengkap dan alias : wAHg uDlN :
2. Tempat dan tanggal lahir 3 .”WO”&QM ?o 06 (362 ETLAT 1 5 71
3.  Warga negara '
4. Agama
5. Pekerjaan
6.  Pendidikan terakhir
7.  Tempat tinggal
8.  Status sebelum nikah (jejaka, duda atau beristri)
- . .
9. gr;n:rr::akandung. Ayah ‘Uﬁﬁ’y MD! 'I.bu EQRMN] i
b. Warganegara e ezmens Sundi G AR A TR G e
A Agam-a A'tm‘ ............. MM' ...................... -
d. Pekerjaany @ =00 ssessssssessosesesssesise L S, o Se N
e. Tempattinggal = ===0 0 csscsemesscsssmsercsiesse
o . ANUR A21 :ZAH
1.  Nama lengkap dan alias LR . S
2. Tempat dan tanggal lahir : PC&»QLON M L. g [{2 '. %74
3.  Warga negara ’ R U&Q‘OVLCQLG ..........
4. Agama $ (&[QMA ..................... .
5. Pekerjaan g %?‘p'{ "—_I;
6.  Pendidikan terakhir § v XLT?_ S A R
7.  Status sebelum nikah (perawan atau janda) s JQM&QWQ& b
8.  Orang tua kandung :
a. Nama et g
b. Warganegara L
c. Agama
d. Pekerjaan .o
e. Tempattinggal e e
X.
III.  WALINIKAH
1. Status waii (nasab/hakim) :
2. Hubungan wali/sebab
3. Nama léngkap dan alias XL
4. Bin
5. Tempat dan tanggal lahir
6.  Warga negara
7. Agama XI.
8.  Pekerjaan
9. Tempat ti;lggal

IV.  MASKAWIN
1. Berupa apa dan berapa
2. Pembayaran (tunai/hutang) :




PERKAWINAN

sjian sebutkan

.AK

nikah suami membaca dan menandatangani

Vtidak) 3 ﬂa -

i tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

>gara

1

inggal
surat kuasa

nggal

urat kuasa

Saksil: Saksi Il : :

AL 00000 Zal . s,
746} wlon Ze £ gl

P3N yang menghadiri akad nikah :

, dilangsungkan di Juar balai nikah,
t lengkap

nikah berdasarkan putusan pengadilan, sebutkan :
1yang memutuskan

n tanggal putusan

Tanda tangan :

2 Istri 3. Wali Nikah 4. Saksi | 5. Saksi I . 6. Kepala KUA/PPN

=

Tanda tangan PPN




DAFTAR RIWAYAT EHADUP

IDENTITAS DIRI

Nama : SYARIFATUL ARIFAH

NIM : 2011310005

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 April 1989

Agama : Islam

Alamat : Kelurahan Kertoharjo No. 04 RT 002 RW 004

Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

51134

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : ZAHIDIN
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : BARICHAH

Pekerjaan : Guru

RIWAYAT PENDIDIKAN

1.  RA MUSLIMAT KURIPAN KIDUL Lulusan Tahun 1995
MIS KURIPAN KIDUL Lulusan Tahun 2001
MTS RIBATUL MUTA’ALLIMIN Lulusan Tahun 2004
SMK SYAFI’I AKROM Lulusan Tahun 2007

Do W

STAIN Pekalongan Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program studi
Ahwalusy Syakhshiyyah Tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
digunakan seperlunya.
Pekalongan, April 2015

Penulis,

Ly

Syarifatul Arifah
NIM 201131005
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